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HUKUM RESPONSIF :
INTERRELASI HUKUM DAN DUNIA SOSIAL

Oleh :

Yoan Nursari Simanjuntak

Abstract

Legal synthesis and social world are not only words expression, but they have becorne a reality that
cannot be avoided. Types of law that autonomous and repressive in other case unability act as bridge
for varities of legal problem. A good regulation really perceptive to varieties of necessity and social
aspiration. Nonet-Selznick mention law like this as legal responsive. The relation of law and societies
social world have become g must that cannot be left.

Abstrak

Sintesa hukum dan dunia sosial bukan lagi sekedar sebuah wacana, melainkan telah menjadi suatu
realita yang tak terelakkan. Model hukum yang otonom atau represif dalam banyak hal tidak mampu
menjembatani berbagai problema hukum. Aturan hukum yang baik semestinya tanggap terhadap
berbagai kebutuhan dan aspirasi sosial. Nonet-Selznick menyebut hukum yang seperti ini sebagai
hukum responsif. Keterkaitan hukum dan dunia sosial masyarakat menjadi suatu keharusan yang tidak

dapat ditinggalkan.

Kata kunci: sintesa, responsif, partisipatoris

Hukum yang baik seharusnya mem-
berikan sesuatu yang lebih daripada se-
kedar prosedur hukum. Di samping harus
kompeten, adil, juga harus mampu me-
ngenali keinginan publik dan punya komit-
men terhadap tercapainya keadilan subs-
tantif. Namun demikian, saat ini banyak
produk perundang-undangan yang tidak
mencerminkan aspirasi rakyat karena telah
dibuat sepihak secara fop-down dan de-
duktif.

Pada berbagai sistem hukum dewasa
ini, penyelenggaraan hukum diorientasikan
pada keutamaan sistemik-logik, artinya per-
aturan-peraturan hukum dijadikan sebagai
pedoman yang semesta, dan dijabarkan
secara logis menurut metode formal-dog-
matis oleh para pelaksana hukum dalam
bentuk keputusan-keputusan hukum.

Dalam banyak hal, UU yang telah
diberlakukan tidak berhasil mencapai tujuan
yang diinginkan karena kurang direspon
atau bahkan diabaikan sama sekali oleh
masyarakat. Pemikiran yang muncul kemu-
dian, aturan hukum yang bagaimanakah
yang seharusnya dibuat ?

Hukum Responsif: Hukum yang Parti-
sipatoris

Hukum responsif merupakan sebuah
model yang bersifat sociological jurispru-

dence, yaitu pendekatan filosofis terhadap
hukum yang menekankan pada upaya
rancang-bangun hukum yang relevan se-
cara sosial. (Rafael Don Bosco, 2003:59).
Dengan kata lain, sociological jurisprudence
merupakan ilmu hukum yang menggunakan
pendekatan sosiologi. Aliran ini memberi
perhatian pada dampak sosial yang nyata
dari institusi, doktrin, dan praktik hukum.
Sebuah aturan hukum dikatakan responsif
apabita hukum bertindak sebagai sarana
respons terhadap ketentuan-ketentuan so-
sial dan aspirasi publik. Sesuai dengan si-
fatnya yang terbuka, tipe hukum ini menge-
depankan akomodasi untuk menerima pe-
rubahan-perubahan sosial demi mencapai
keadilan dan emansipasi publik.

Dalam pandangan Nonet-Selznick,
hukum responsif merupakan program dari
sociological jurisprudence dan realist juris-
prudence. (Philippe Nonet & Philip Selznick,
1978:115)

Cua doktrin tersebut memang dimak-
sudkankan sebagai sebuah seruan untuk
kajian hukum yang iebih empirik dengan
fokus pada batas formalisme, perluasan
pengetahuan hukum, dan peran kebijakan
dalam putusan hukum. (Philippe Nonel &
Philip Selznick, 1978:115)

Yoan Nursari Simanjuntak, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya
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Hukum responsif cleh Nonet dan Sel-
znick dikontraskan dengan dua model yang
lain, yaitu hukum represif (Phitippe Nonet &
Philip Seiznick, 1978:29-52) dan hukum oto-
nom. (Philippe Nonet & Philip Selznick,
1978:53-79)

Pada hukum represif, hukum dimak-
sudkan sebagai alat kekuasaan represif.
Tipe hukum ini bertujuan mempertahankan
status quo penguasa yang kerapkal dite-
rapkan dengan dalih menjamin ketertiban.
Dengan demikian, hukum ini dirumuskan
secara rinci untuk mengikat setiap orang,
kecuali penguasa/pembuat hukum. Pada
hukum otonom, hukum merupakan suatu
pranata yang setia menjaga kemandirian
hukum itu sendiri. Cleh karena sifatnya
yang mandiri, maka yang dikedepankan
adalah pemisahan vyang tegas antara
kekuasaan dengan hukum. Legitimasi hu-
kum ini terletak pada keutamaan prosedural
hukum yang bebas dari pengaruh politik
melalui pembatasan prosedur yang sudah
mapan Dalam membahas hukum responsif,
Nonet dan Selznick memberi perhatian khu-
sus pada variabel-variabel yang berkaitan
dengan hukum, yaitu | peranan paksaan da-
tam hukum, hubungan antara hukum de-
ngan politik, negara, tatanan moral, tempat
diskresi dan tujuan dalam keputusan-kepu-
tusan hukum, partisipasi, legitimasi, dan
kondisi-kondisi kepatuhan terhadap hukum,
{Philippe Nonet & Philip Selznick, 1978:9)

Dalam tatanan hukum responsif, hu-
kum dipandang sebagai fasititator respon
terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial
Sifat instrumental dari hukum sebagai sa-
rana pelayanan kebutuhan dan aspirasi
sosial itulah yang menjadi norma konstitutif
hukum responsif. Norma ini menjadi tujuan
dan titik tolak tatanan hukum responsif.
itulah sebabnya ada dua "doktrin" utama
dalam hukum responsif. Pertama, hukum itu
harus fungsional, pragmatik, bertujuan, dan
rasional. Kedua, kompetensi menjadi pato-
kan evaluasi terhadap semua pelaksanaan
hukum.

Oleh karena kompetensi berfungsi se-
bagai norma kritik, maka tatanan hukum
responsif menekankan pada | {1} Keadilan
substantif sebagai dasar legitimasi hukum,
(2). Peraturan merupakan sub-erdinasi dari
prinsip dan kebijakan, (3). Pertimbangan
hukum harus berorientasi pada tujuan dan
akibat bagi kemaslahatan masyarakat, {4).
Penggunaan diskresi sangat dianjurkan da-
lam pengambilan keputusan hukum dengan
tetap berorientasi pada tujuan, {§). Memu-
puk sistem kewajiban sebagai ganti sistem
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paksaan, (6). Moralitas kerjasama sebagai
prinsip moral dalam menjalankan hukum,
(7). Kekuasaan didayagunakan untuk men-
dukung vitalitas hukum dalam melayani
masyarakat, (8). Penolakan terhadap hu-
kum harus dilihat sebagai gugatan terhadap
legitimasi hukum, (9). Akses partisipasi pu-
blik dibuka lebar dalam rangka integrasi
advokasi hukum dan sosial. (Philippe Nonet
& Philip Selznick, 1978 20)

Tatanan hukum yang responsif ini sa-
ngat berbeda dengan modei hukum otonom
(autonomous law) yang merupakan sistem
hukum yang dominan dewasa ini. Dalam
sistem hukum otonom, hukum dipandang
sebagai institusi mandiri yang berkehendak
melindungi integritasnya sendiri. Tatanan
hukum ini berintikan supremasi peraturan
dan prosedur sehingga masalah keadilan
hanya dimaknai sebatas keadilan prosedu-
ral.

Secara tebih rinci, tipe tatanan hukum
otonom ini memperlihatkan ciri-ctri: {1). Hu-
kum terpisah dari kekuasaan (politik). Hal
ini mengimplikasikan penolakan terhadap
kekuasaan, (2). Tata hukum mengacu pa-
da "model aturan” Aturan menjadi satu-
satunya dasar penilaian dan pertanggung-
jawaban hukum. Selain itu, aturan mem-
batasi kreativitas institusi-institusi hukum
dan peresapan hukum ke dalam wilayah
politik. (3). Prosedur dipandang sebagai inti
hukum, dan dengan demikian maka tujuan
pertama dan kompetensi utama Tata Mu-
kum adalah regularitas. (4) Loyalitas pada
hukum bermakna sama dengan kepatuhan
pada aturan hukum positif. (5) Diskresi
sangat dibatast karena dapat merongrong
integritas proses hukum, (6). Formalisme
dan legalisme menjadi landasan pertim-
bangan utama, (7). Kritik terhadap aturan
hukum positif harus dilaksanakan melalui

proses legislasi. (Philippe Nonet & Philip

Selznick, 1978:20)

Dari sekilas perbandingan di atas, ki-
ranya jelas bahwa hukum responsif meru-
pakan sebuah tatanan atau sistem yang
inklusif, yaitu sebuah sistem hukum yang
mengaitkan diri dengan sub-sistem sosial
non-hukum, tak terkecuali dengan kekua-
saan. Hukum dalam tatanan hukum res-
ponsif memandang dirinya sebagai bagian
yang tak terpisahkan dengan dunia sosial
yang mengitarinya. Tidak hanya itu, agar
benar-benar fungsional dan bermanfaat
dalam melayani masyarakat, maka tatanan
hukum responsif berkehendak merangkul
semua kekuatan sosial yang dapat me-
nopang vitalisasinya dalam merespon as-
pirasi dan kebutuhan sosial yang hendak
dilayani. Dengan kata lain, tatanan hukum
responsif merupakan sistem yang bottom-
up. Datam tatanan hukum responsif, hukum
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merupakan institusi sosial. Oleh karena itu,
hukum tidak dilihat hanya sebagai suatu
sistem peraturan belaka, melainkan juga
bagai-mana hukum menjalankan fungsi-

fungsi  sosial dalam dan untuk
masyarakatnya. (Satjipfo Rahardjo, 2000
(117)

interrelasi Dunia Hukum dan Dunia
Sosial

Melihat hukum sebagai institusi so-
siat, berarti melihat hukum itu dalam ke-
rangka yang luas, yaitu yang melibatkan
berbagai proses dan kekuatan dalam ma-
syarakat. Seperti diungkapkan oleh Edwin
M.Schur, sekalipun hukum itu nampak se-
bagai perangkat norma-norma hukum, te-
tapi hukum merupakan hasil dari suatu
proses sosial karena hukum dibuat dan
dirubah oleh usaha manusia dan senantiasa
berada di datam keadaan yang berubah
pula. (Satjipto Rahardjo, 1980:37). Halini

dijelaskan pula oleh Robert B. Seidman
yang menyatakan bahwa setiap undang-
undang, sekali diketuarkan akan berubah,
baik melalui perubahan normal maupun
melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi
ketika bertindak dalam bidang po-litik,
ekonomi, sosial, dan sebagainya. (Robert
B. Seidman, 1972:311-339)

Bagi tatanan hukum responsif, dunia

hukum dan dunia sosial merupakan satu
dunia yang integral dan saling menopang.

Dalam pemikiran Chambliss dan
Seidman, sebuah Undang-undang (UU)
akan dapat diterima apabila searah dengan
dukungan kekuatan sosial. Secara skematis
kerangka pikir Chambliss dan Seidman
tergambar sebagai berikut (William J.
Chambliss dan Robert B. Seidman, 1971
5-13).

Skema 1

Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat

Kekuatan sosian dan personal

Pembuatan
Undang-
;,-" undang <
Umpan |
balik Norma

Hukum

Lembaga Penegak

d

Kekuatan sosial dan
perscnal

Umpan balik

Peran yang"
dimainkan -

Penerapan sanksi
—_—

Pemegang
Peran/Role
Occupant

Umpan balik

Kekuatan sosial dan
personal
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Pada saat sebuah UU dibuat, se-
benarnya telah terjadi pertarungan ide, nilai,
sistem situasi, kepentingan, dan persaingan
kekuatan dari para pembentuk UU. Keku-
atan sosial dan personal tersebut mem-
pengaruhi proses legislasi sehingga suatu
UU tidak dapat dilihat sebagai sebuah
aturan formal belaka.

Dalam pelaksanaannya, sebuah UU
akan melibatkan unsur aparat penegak hu-
kum (kepolisian, kejaksaan, ataupun peng-
adilan). Proses umpan balik (feedback) ter-
jadi dalam proses bekerjanya hukum dalam
masyarakat karena hal tersebut memberi-
kan bahan kepada pihak pengambil kepu-
tusan tentang situasi yang timbul di dalam
masyarakat sehubungan dengan pengatur-
an hukum. (Satjipto Rahardjo, 1980
83,119-120) Melalui pemikiran Cham-
bliss dan Seidman ini dapat dijetaskan
bahwa kekuatan-kekuatan yang berasal dari

perorangan (personal forces) maupun ma-
syarakat (societal forces) memberi tekanan
baik kepada DPR sebagai pembentuk UU,
instansi pelaksana teknis, penegak hukum,
maupun kepada masyarakat sasarannya.

Pada sisi pemegang peran (role
occupant), Undang-undang memberitahu-
kan bagaimana para adressat hukum
diharapkan bertingkah laku. Dengan demi-
kian, tingkah laku pemegang peran diten-
tukan oleh peranan yang diharapkan dari
dirinya, baik cleh peraturan-peraturan hu-
kum maupun oleh kekuatan-kekuatan so-
sial, politik dan ekonomi yang berada diluar
hukum.

Logika pemikiran Chambliss dan
Seidman juga dapat ditemui dalam model
sistem hukum yang ditawarkan Borgotta
berikut ini ; (Edgar F. Borgotta & Marie L.
Borgotta, 1992:1083).

Skema 2
Interaksi Dunia Sosial dan Dunia Hukum

4) l
Non-Legal Sistem .
[Behavior of Legal personal
- €D ]
Economic
> 3 T
Doble
nalization SYSTEM Regulatory impact
i
Innovation
@) A Hehavior of Citizent
Scientific/
Technology

=

(6) Destablizing Function

(8) Stablilizing

{5) Subversion Function

{7) Reinforcement Function
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Kedua bagan ini memperlihatkan de-ngan
jelas betapa sistem hukum dan institusi-
institusi non-hukum saling terkait, baik sejak
pembuatan aturan hukum (bagan Borgotta)
maupun saat penerapannya (bagan Cham-
bliss-Seidman). Dimensi sosial dari hukum
bukanlah lampiran yang ditempelkan begitu
saja. Hukum itu sendiri berhakikat sosial.
Aturan yang telah dibuat dirumuskan dalam
bahasa manusia dan oleh karena itu hanya
bias dipahami oleh manusia. Tiap crang/
kelompok akan memiliki pemahaman yang
beragam tentang aturan itu.

Bagi masyarakat, hukum tidak lebih
dari sebuah instrumen (alat yang dipilih/
tidak dipilih) dan atau teknologi (ditentukan
oleh ‘selera” penerima). Hukum sebagai
instrumen, hukum hanyalah alat bagi ma-
nusia yang melibatkan aspek-aspek manu-
siawi berupa pemaknaan, sikap, komitmen,
pemahaman, keterampilan, kemampuan,
sumber daya, tujuan, dan sistem situasi.
Hukum sebagai teknologi, berarti hukum
tunduk pada sistem komunikasi inovasi,
komunikasi nilai, komunikasi manfaat, ko-
munikasi sosial, dan komunikasi konsep.
Semua ini berada di luar bingkai preskriptif
dan doktrinal hukum.

Di samping itu, masing-masing lem-
baga tersebut, tidak hanya terdiri dari apa-
raturnya tetapi juga menghadapi masaiah-
masalah organisasi seperti dana, sargpa
dan prasarana, kebijakan, manajemen dan
lain-lain. Dalam pergumutan itulah aturan
hukum harus dijalankan sehingga faktor-
faktor tersebut akan mempengaruhi proses
‘dan produk penegakan hukum (bagan
Chambliss-Seidman). ltulah sebabnya, hu-
kum sebenarnya paling sedikit berkutub
dua. Sesuai dengan namanya, kutub yang
pertama dari hukum tentu saja pranata dan
lembaga hukum, sedangkan kutub yang lain
adalah tatanan ketertiban dari sudut ma-
nusia. Hukum berbicara tentang manusia.
Oleh karena itu, hukum sebenarnya, dalam
arti tertentu, adalah sosio-antropologi. inilah
antara lain yang dapat kita tangkap dalam
bagan Borgotta-Borgotta. (Edgar F. Borgot-
ta & Marie L. Borgotta, 1992:1083). tentang
interaksi antara hukum dengan institusi non-
hukum, maupun bagan Chambliss-Seidman
tentang bekerjanya hukum dalam masya-
rakat. (William J. Chambliss dan Robert B.
Seidman, 1971:12).

Dalam bagan Borgotta, tampak jelas
bahwa hukum tidak mengatur sesuatu yang
berasal dari ruang kosong, tetapi meregu-
lasi sesuatu yang sudah eksis dalam ma-
syarakat, baik yang berada dalam ranah
ekonomi, politik, keluarga, agama, pendidi-
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kan dan Jain sebagainya. Karena itu, peng-
aturan hukum, termasuk regulasi di bidang
desain industri, sebenarnya lebth sebagai
re-institusionalisasi dari apa yang ada da-
lam masyarakat dengan beberapa penye-
suaian (alur no. 1) Karena merupakan re-
institusionalisasi yang telah mengalami mo-
difikasi dari bentuk aslinya, maka aturan
hukum hasil regulasi akan bermakna seba-
gai sebuah inovasi pada bidang-bidang
sosial yang diatur {alur no 2).

Dampak dari regulasi tersebut, per-
tama-tama tentu saja akan mempengaruhi
perilaku aparat hukum, dan juga masya-
rakat pendesain {alur no. 3). Di samping
dampak regulasi, pengaruh dunia non-hu-
kum juga selalu menyentuh perilaku aparat
dan masyarakat {alur no. 4} Pertemuan
dampak ganda (regulasi dan dunia sosial)
tersebut, dapat berimplikasi positif maupun
negatif. Jika negatif, maka perilaku daridua
komponen tersebut akan merongrong sis-
tem hukum dan sekaligus mengganggu
stabilitas bidang-bidang lain (alur no. 5 dan
6). Sebaliknya, jika positif, maka akan
mem-perkuat atau menegubkan sistem
hukum atau regulasi tersebut sekaligus
mensta-bilkan bidang-bidang non-hukum
lainnya (alur no. 7 dan 8).

Menurut catatan Nenet-Selznick da-
lam bukunya Law and Society in Transition.
Toward Responsive Law, masa dua puluh
tahun terakhir merupakan masa bangkitnya
kembali ketertarikan pada persoalan-per-
soalan dalam institusi-institusi hukum, yaitu
bagaimana institusi-institusi hukum bekerja,
kekuatan yang mempengaruhinya, serta
berbagai keterbatasan dan kemampuan-
nya, Sudah lama dirasakan bahwa pem-
bentukan hukum, peradilan, penyeleng-
garaan keamanan dan peraturan sangat
mudah dipisahkan dari realitas sosial dan
dari prinsip keadilan itu sendiri. Kebang-
kitan ini merefieksikan dorongan akademik
bahwa perspektif dan metode studi iimu
sosial berlaku pufa untuk analisis atas ins-
titusi hukum maupun semangat pembaruan.
{Philippe Nonet & Philip Selznick, 1978 1-
2).

Dalam konteks itulah, hukum res-
ponsif menurut Nonet-Selznick, merupakan
suatu upaya dalam menjawab tantangan
untuk melakukan sintesis antara ilmu hu-
kum dan itmu sosial Menurut mereka,
suatu sintesis dapat dicapai bila kajian ten-
tang pengalaman hukum menemukan kem-
bali persambungannya dengan ilmu hukum
klasik yang sifatnya tebih intelektuai aka-
demik. limu hukum lebih dari sekadar bi-
dang akademik yang dipahami oleh hanya
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segelintir orang. (Philippe Nonet & Philip
Selznick, 1978:2). Jadi, teori hukum tidak-
lah buta terhadap konsekuensi sosial dan
tidak pula kebal dan pengaruh sosial. llmu
hukum memperoleh fokus dan kedalaman
ketika secara sadar mempertimbangkan im-
plikasi-implikasi yang dimilikinya untuk tin-
dakan dan perencanaan kelembagaan. Me-
nurut Nonet-Selznick, untuk membuat iimu
hukum lebih relevan dan lebih hidup, harus
ada reintegrasi antara teori hukum, tecri
politik, dan teori sosial. (Philippe Nonet &
Philip Selznick, 1978:3).

Dalam pengamatan Nonet-Selznick,
kecenderungan mengisolasi sistem hukum
dari berbagai institusi sosial di sekitarnya,
telah berdampak pada menurunnya legi-
timasi sosial dari hukum itu sendiri. Hal ini
memuncuikan kebutuhan akan suatu tertib
hukum yang responsif. Kebutuhan ini telah
menjadi tema utama dari semua ahli yang
sepaham dengan semangat fungsional,
pragmatis, dan purposif (berorientasikan
tujuan), Roscoe Pound, para penganut pa-
ham realisme hukum, dan kritikus-kritikus
kontemporer seperti konsep the mode! of
rules yang diajukan oleh Dworkin. (Philippe
Nonet & Philip Selznick, 1978:18).

Sebagaimana dikatakan Frank, tu-
juan utama penganut realisme hukum ada-
lah untuk membuat hukum "menjadi lebih
responsif terhadap kebutuhan sogjal".
(Jerome Frank, 1932:568). Frase dari Frank
itu, juga digunakan oleh James William
Hurst, yang berbicara mengenai pencarian
sebuah "tatanan hukum yang responsif dan
bertanggungjawab yang mampu memberi
respon positif terhadap perubahan-peruba-
han dalam konteks sosial’. (W Hurst,
971.24, 225, 229). Seperti halnya realist
Jurisprudence, maka sociological jurispru-
dence juga ditujukan untuk memberi ke-
mampuan bagi institusi hukum untuk secara
lebih menyeluruh dan cerdas mempertim-
bangkan fakta-fakta sosiat di mana hukum
itu berproses dan diaplikasikan. Apa yang
dikemukakan dalam Teori Pound mengenai
keseimbangan kepentingan - kepentingan
sosial merupakan sebuah usaha yang lebih
eksplisit untuk mengembangkan sebuah
model hukum responsif itu. (Philippe Nonet
& Philip Selznick, 197859}

Penutup
Setiap aturan hukum haruslah ber-

fungsi sebagai fasilitator bagi pemenuhan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat sa-

saran. Hukum tidak hanya menyediakan
prosedur yang mudah dan rasional, tetapi
juga harus kompeten dan adil. la harus
merupakan pengejawantahan dari keingi-
nan publik dan punya komitmen terhadap
tercapainya keadilan substantif. Rezim hu-
kum yang tertutup dan sfate-oriented sudah
saatnya ditinggalkan, digantikan dengan
sistem hukum partisipatoris yang memberi
ruang bagi masyarakat untuk semaksimal
mungkin terlibat dalam proses penyeleng-
garaan hukum. Masalah-masalah hukum
tidak dapat didekati dengan satu pende-
katan saja normatif legalistik saja, melain-
kan juga harus melibatkan pendekatan bu-
daya. Oleh karena itu, senantiasa diper-
iukan sinergi antara dunia sosial dan dunia
hukum datam bentuk hukum yang res-
ponsif.
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